BUPATI ACEH TAMIANG
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 2\ TAHUN 2020

TENTANG
KELAS DAN NILAI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH TAMIANG,

Menimbang : a. bahwa decngan dilaksanakannya reformasi birokrasi di
lingkungan instansi pemerintah, maka harus
dilakukan evaluasi jabatan sesuai dengan amanat
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
da» Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tewang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan
Instansi Pemcrintah;

b. bahwa scsuai dengan Surat Menteri Pemberdayvaan
Aparatur Ncgara dan Reformasi Birokrasi Nomor
B/1623/M.SM.04.00/2019 tentang Persetujuan Hasil
Evaluasi Jabatan di Lingkungan  Pemerintah
Kabupaten Aceh Tamiang, perlu menetapkan Kelas
dan Nilai Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemcrintah Kabupaten Aceh Tamiang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam hurul a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas dan Nilai
Jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembcentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaien
Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan
Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Propinsi
Nanggroe Aceh Darussalam {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomeor 17, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 41786);

2. Undang-Undang
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Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang
Pemerintahan  Acch (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia  Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633};

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah {Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 35587}
schagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 {entang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberbentian Pegawal Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesta Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
secbagaimana  telah  diubah dengan  Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawat Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

Peraturan Presiden Nomor 8! Tahun 2010 tentang
Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Mecenteri Pendayagunaan Aparatur Ncgara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013
tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Peraturan Mcenteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018
tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah;

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembeniukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Acch Tamiang (Lembaran Kabupaten Aceh
Tamiang Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 44).

MEMUTUSKAI



Menctapkan -

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KELAS DAN NILAI
JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Pcraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Tamiang;

Pemerintah Dacrah Kabupaten yang selanjutnya
discbut Pemerintah  Kabupaten adalah unsur
penyelenggara pemerintah kahupaten yang terdiri atas
Bupati dan Perangkat Kabupaten Acch Tamiang;
Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang;

Sekretaris Daerah vang selanjutnya disebut Sekda
adalah Sckretaris Dacrah Kabupaten Aceh Tamiang;

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati
dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Dacrah Kabupaten;

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap
olch pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabtan pemerintahan,

Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi,
tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seorang
Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi;

Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan
tingkat scscorang Pegawai Negeri Sipil dalam
rangkalan susunan Instansi Pemerintah  yang
meskipun berbeda dalam hal jenis pckerjaan, tetapi
cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan
tanggungjawab dan tingkat persyaralan kualifikasi
pekerjaan dan digunakan sebagai dasar penggajian;
Nilai Jabatan adalah nilai kumulatif dari faktor
Jabatan yang mempengaruhi tinggi rendahnya jenjang
jabatan berdasarkan informasi jabatan;

Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai
suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan
kriteria-kriteria yang disebut scbagai faktor jabatan
terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan
nilai jabatan dan kelas jabatan;

11. Informas



11. Informasi Faktor Jabatan adalah data yang diperlukan
dalam rangka pelaksanaan evaluasi jabatan struktural
maupun jabatan {ungsional yang berasal dari hasil
analisis jabatan struktural maupun jabatan fungsional
dan sumber-sumber lain.

Pasal 2

Kelas dan  Nilai Jabatan digunakan scbagai dasar

penyusunan/penyempurnaan peta Jjabatan,
penyusunan/ penycmpurnaan struktur organisasi,
pengangkatan pegawai dalam jabatan, penyusunan

formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan
redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja.

BAB II
KELAS DAN NILAI JABATAN

Pasal 3

(1) Kelas jabatan disusun melalut proscs evaluasi
jabatan.

{2) Hasil evaluasi jabatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) berupa:
a. nilai dan kelas jabatan struktural;
b. nilai dan kelas jabatan pelaksana; dan
c. nilal dan keclas jabatan lungsional.

Pasal 4

(1} Kelas dan Nilai Jabatan Struktural sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a tercantum
pada Lampiran | yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan inti;

{2) Kelas dan Nilali Jabatan Fungsional scbagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) hurul c
tercantum pada Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

{3} Kelas dan Nilai Jabatan Pelaksana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat {2) hurul b
tercantum pada Lampiran [l yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5
(1) Untuk penctapan Kelas dan Nilai Jabatan bagi
Pclaksana dan Fungsional di lingkungan
Perangkat Dacrah dilakukan penetapan PNS
dalam jabatan Pelaksana dan jabatan Fungsional,

{2) Penetapar



(2) Penetapan PNS dalam jabatan Pelaksana dan

(3)

(1)

(2)

(4)

(5)

jabatan Fungsional di lingkungan Perangkat
Dacrah scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan olch Kepala Perangkat Daerah setelah
mendapatkan persetujuan dari Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Aceh Tamiang;

Penetapan PNS dalam jabatan pelaksana dan jabatan
fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan hasil analisis jabatan.

BAB III
PERUBAHAN KELAS JABATAN

Pasal 6

Kelas Jabatan PNS yang telah ditctapkan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan perubahan

dan/atau penambahan jika ada :

a. perubahan organisasi yang mengakibatkan
perubahan nomenklatur, tugas dan fungsi jabatan;

b. pcnambahan atau penghapusan kewenangan pada
jabatan; atau

c. hal-hal lain yang menyebabkan perubahan
informasi faktor jabatan.

Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan PNS

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh

Kepala Perangkat Dacrah kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

disampaikan dengan menyertakan informasi faktor

jabatan yang memuat :

nama jabatan;

peran jabatan;

uraian tugas dan tanggungjawab;

hasil kerja jabatan;

tingkat faktor; dan

persyaratan jabatan tertentu.

Informasi faktor jabatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disusun berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

Perubahan dan/atau penambahan kelas jabatan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan

Peraturan Bupati setelah mendapatkan persetujuan

Menteri Pendayagunaan  Aparatur Negara dan

Reformast Birokrasi Republik Indoncsia.

Mo o0 o

BAl



BAB IV
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pcengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh
Tamiang.

Ditetapkan di Karang Baru

Diundangkan di Karang Baru

pada tanggal,

pada tunggal, Ao L 2020 M

Ly T e b 4w
(o e 2020M
g U e oo, 1441 H

SERKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEEH TAMIAN

BA

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN 2020 NOMOR A4
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497 Kepala Bidang Pelayanan Medis 11 2045

498 Kepala Scksi Pelayanan Medis Rawat 9 1430
Intensif, Bedah Sentral dan Rekam
Medis

499 Kepala Seksi Pelayanan Medis Rawat 9 1430
Jalan, Gawat Darurat dan Rawat Inap

500 Kepala Bidang Keperawatan 11 2045

501 Kepala Seksi Rawat dan Asuhan 9 1430
Keperawatan

502 Kepala Seksi Logistik Keperawatan 9 1430

503 Kepala Bidang Pelayanan Penunjang 11 2045
Medis

504 Kepala Seksi Penelitian, Informasi dan 9 1430
Upaya Rujukan

505 Kepala Seksi Penunjang Medis 9 1430

XXXII | BADAN KESATUAN BANGSA DAN

POLITIK

506 Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan 14 2865
Politik

507 Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan 12 2115
Politik

508 Kepala Sub Bagian Umum dan 9 1430
Kepecgawaian

509 Kepala Sub Bagian Penyusunan Program 9 1430
dan Pelaporan

510 Kepala Sub Bagian Keuangan 8 1295

S11 Kepala Bidang Pembinaan Ideologi dan 11 2045
Kebangsaan

512 Kepala Sub Bidang Pembinaan Ideologi 9 1430

513 Kepala Sub Bidang Pembinaan 9 1430
Kebangsaan

514 Kepala Bidang Pembinaan Politik dan 11 2045
Organisasi Kemasyarakatan

515 Kepala Sub Bidang Pembinaan Politik 9 1430

516 Kepala Sub Bidang Pembinaan 8 1165
Organisasi Kemasyarakat

517 Kepala Bidang Politik Pemerintahan dan 11 2045

Keamanan
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172 | JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat 8 1260
Penyelia

173 | JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat 8 1310
Pertama B

174 | JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Muda 9 1385

175 } JF Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya 11 2030
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249 | Pembina Jasmani dan Mental 890
250 | Pengelola Kapal Perikanan dan Alat 890
Penangkap Ikan
251 | Petugas Penindakan 890
252 | Pengamat Perbekalan 890
253 | Pengembang Kurikulum 890
254 | Pengembang Sarana dan Prasarana 890
255 | Penilai Pelayanan Kemetrologian 890
256 | Penyidik 890
257 | Perancang Kebijakan Pengadaan Barang dan 890
Jasa
258 | Perancang Sistem Informasi Kepegawaian 890
259 | Ajudan 690
260 | Penata Liputan 690
261 | Juru Operasi dan Pemeliharaan Sumber 690
Daya Air
262 } Juru Sita 690
263 | Operator Pengembangan Sarana Iptek 690
264 | Operator Sandi dan Telekomunikasi 690
265 | Operator Komunikasi 690
266 | Pengelola Peraturan Perundang-Undangan 690
267 | Pengelola Informasi Produk Hukum 690
268 | Pengelola Keuangan 690
269 | Pengelola Situs atau Web 690
270 | Pengelola Tata Naskah 690
271 | Pengelola Kesejahteraan Sosial 690
















- 60 -

364 | Pengelola Limbah 6 6390

365 qP—t,r_lngioﬁ Sarana dan Prasarana Taman - 6930

366 | Pengelola Penerangan Jalan N 6 690

367 | Pengelola Sarana Pembibitan dan 6 690
Penghijauan

368 | Pengelola Sampel Pengujian 6 690

369 | Pengelola Instalasi Teknologi Informasi 6 690

370 | Pengelola Database 6 690

371 | Pengelola Pen_ge;vasan LLAJ 6 690

372 | Pengelola Pengujian Kendaraan 6 690

373 | Pengelola Data Jaringan Transportasi Jalan 6 690

374 | Pengelola Lalu Lintag_Angkutan Sungai 6 690
Danau dan Penyeberangan

375 Pengelola Kesclamatan dan Keamanan 6 690

Pelayaran Sungai Danau dan Penyebrangan

376 | Pengelola Pemeriksa Peralatan dan Fasilitas 6 690
Pelabuhan Sungai Danau dan
Penycberangan

377 | Pengelola Data Sarana Angkutan Sungai, 6 690
Danau, dan Penyeberangan

378 | Pengclola Data Pameran dan Kemitraan 6 690

379 Pengclola_Pasar _— 6 690

380 | Pengelola Mctrologi dan Perlindungan 6 690
Konsumen

381 | Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha 6 690
Kecil, Mikro dan Menengah

382 | Pengelola Data Pengembangan Investasi 6 690

383 | Pcngelola Kerjasama Pecnanaman Modal 6 690

384 | Pengelola Data Layanan Publik dan 6 690
Hubungan Investor o

385 | Pengclola Dokumen Perizinan 6 690
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570 | Juru Pungut Retribusi 340
571 | Juru Mcsin 340
572 | Binatu Rumah Sakit 340
573 | Pemulasaran Jenazah 340
574 | Pramu Kebersihan 190
575 | Pramu Bakti 190
576 | Pramu Taman 190






